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Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomot 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 10 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Dan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat
Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

2. 5OP Pengelolaan Keberatan atas informasi

3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Pengujian tentang Konsekuensi

6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

1. Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada

Kualifikasi Pelaksana
1. Pendidikan minimal SMA
2. Mampu mengoperasikan komputer, Ms. Word dan Ms. Excel
3. Memiliki pengetahuan tentang PPID
4. Memiliki kepribadian baik dan disiplin

Peralatan/ Perlengkapan

1. Ruang PPID

2, Formulir

3. Komputer/ Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

5. Telepon

6, ATK

1. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik




SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti
penerimaan atau memberikan surat penolakan
kepada pemohon jika status informasi / dokumen
rahasia.

No KEGIATAN PELAKSANA DOKUMEN TERKAIT
PPID | TIM PENGUASAN | PEMOHON
PERTIMBANGAN | INFORMASI /
PELAYANAN DOKUMEN
INFORMASI (UNIT KERJA)
Melakukan kajian atas Informasi / dokumen yang Berkas permohonan
1. | tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim informasi  /dokumen
pertimbangan pelayanan informasi dari pemohon
informasi
2. Memberikan pertimbangan atas Informasi / Perundang- undangan yang
dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia dibutuhkan : UU KIP dan
Berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan PERKI 1/2010
umum
3. | Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi Informasi / dokumen yang
/ dokumen vyang diminta pemohaon, apakah telah dinyatakan terbuka
termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi / untuk publik
dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID
memerintahkan kepada Penguasa informasi /
dokumen (UNIT KERIJA) uniuk menyerahka
ninformasi / dokumen yang dimaksud. Jika status
informasi / dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim
Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID
membuat surat penolakan kepada pemohon
4. | Memberikan informasi / dokumen yang diminta Informasi / dokumen yang

diminta oleh Pemohon atau
surat  penolakan  kepada
pemohon jika status
informasi / dokumen rahasia




